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ABSTRAK 

Skripsi ini disusun untuk mengetahui proses pengalihan hak atas rumah negara 

kepada pegawai negeri sipil yang diajukan oleh pegawai negeri sipil atau 

pensiunan pegawai negeri sipil atas rumah negara yang dihuninya, dan 

mengerahui perolehan hak milik atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan 

rumah negara tersebut. Selain itu penulis ingin menunjukan pada dasarnya rumah 

dinas dapat beralih sesuai dengan peraturan yang ada yaitu sebagaimana yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1999 tentang rumah negara dan hak atas 

tanahnya dapat beralih kepada pemilik hak atas rumah negara dengan membawa 

bukti-bukti bahwa rumah negara tersebut telah beralih dan dapat di daftarkan 

kepada Badan Pertanahan Nasional setempat. Namun Pelaksanaan pengalihan 

rumah negara tidak dapat terlaksana walaupun Peraturan Pemerintah 

memungkinkan dilaksanakannya pengalihan hak, hal ini dikarenakan adanya 

inkonsistensi peraturan yang berlaku. Dalam Islam hukum pertanahan dikenal 

dengan “ahkam al-aradi”. Pada umumnya para fuqaha membahas hukum 

pertanahan dalam studi pengelolaan harta benda (al-amwal) oleh negara dan jual 

beli ‘bai. 

Kata Kunci: pengalihan hak atas rumah negara, perolehan hak atas tanah, 

Pegawai Negeri Sipil, hukum pertanahan yang dikenal “ahkam al-aradi”, jual 

beli ‘bai. 

 

 

 

 

 


